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ABSTRAK

Renaikan bahan bakar minyak membawa dampak vang cukup besar
“erozcap segala bidapg kehidupan terutama masalah kesehatan. Bapi PNS ini
s memmbolkan dampak langsung dalam mendapatkan pelayanan kesehatan
c=eo= tzlsh menjadi peserta Askes, Askes pertama kali berdiri dengan nama
=5 OFE danpada tahun 1984 beralih menjadi Perum Husada Bakd (FHB) dengan
wemmya PP Noo 22 Tahun 1984, Selanjutnya pada tahon 1992 keluarlah PP No.
= Tzmon 1992 vang merubah Perum Husada Bakti menjadi Perusahaan Perseroan
==z bemama PLL (Persero) Askes. Dalam memberikan pelayanannya, PT.
ereern) Askes menpadakan kegasama dengan Unil Pelayanan Kesehatan
szlnyva rumah sakit. Rumah sakit berkewajiban untuk memberikan pelayanan
szszhatan yang diperlukan oleh peserta Askes yang mana salah satunva pelayanan

seschatan rawat inap.
Ruang  lmghup penulisan hanya menpenai  pelaksanaan  pelavanan
e=schztan rawat inap bagi peserta Askes di RS, DR. M.Djamil Padang. Yang

—emadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persyaratan untuk
=erjadi peseria Askes termasuk mengenai hak dan kewajibannya, bentuk
pesvanan peserta rawat inap peserta Askes di RS, DR. M.Djamil Padang serta
c=miala apa saja vang ditemul dan cara mengatasinya.

Penelitian ini bertujuan unluk menjawab permasalahan diatas dengan cara
merzzaha mendapatken data dari berbagai sumber dengan menggunakan metode
=o dokumen dan wawancara. Pendekatan masalah secara vuridis sosiclogis
=imye teknik penelitiannya menekankan  pada  permasalaban  denpan
—=mperhatikan fakta-fakta permasalaban vang ditemui nantinva dan disesuaikan
*==g=n ketentuan yang berlaku,

Hagi PNS untuk menjadi peserta Askes sudah sceara otomalis dengan cara

L=

== Savar juran sebesar 2% yung langsung dipotong dari gaji pokek setiap

so=mra kemudian PNS memiliki kartu Askes. Pada pelaksanaan pelayanan
=== inap terhadap perbedaan antara hak den kewsjiban rawat inap tingkat
ser=ma dengan rawat inap lingkat lanjutan. Pembayaran tagihannya secara

—eirf maksudnya semua tagihan dibayarkan pihak Askes selaku penangpung,
== pelayanan rawat inap jugas ditemui kendala diantaranva tidak lengkapnya
=varatan vang herus dipenuhi oleh pesertz Askes baik dalam pengobatan
==cpun dalam rawat inap, seringnya tidak mendapatkan hak vang semestinya
—— =7 pencmpatan ruang/ kelas berdasarkan golongan kepegawaian PNS, tidak
sozmyz peran aktif dar peserta Askes wntuk mencari inlormasi mengenai
“==renan kesehatan termasuk mwat inap, pembelian obat di apotek luar karena
c=ng atak habisnya persediaan obat berstandar DPHO Askes sehingpa sangat

—emberatian peseria Askes.



BAR I

PENDAHULUAN

= D srsr Belakang Masalah

Kenatkan bahan bakar minvak membawa dampak yang cukup besar
“=radep sepala bidang kehidupan terutama kesehatan. Kenaikan harpa obat dan
o= wvanan kesehatan lainnya membuat masyarakat enggan untuk berobat sehingza
se—elon menurunnya kondisi masyarakal sebagal akibat ketidakmampuan untﬁl-:
=endzpatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit, Hal ini tidak
sershy untuk pegawal negeri sipil, dan penerima pensiun beserta keluarzanya
c==== mereka telah mendapal Askes yang diberikan olch pemerintah sebagai
“ec i dan program pemenntah vang tujuannya untuk mensejabterakan PNS i
=]

Peserta Askes ini dibebani dengan di potongnya persentase lertentu sctiap
s damopaii pokoknya, Kemudian dari dana vang teckumpul inilah pemerintab
= tavar tuntulan ataw klaim dari setiap pescria Askes hilamana mercka harus
sesotat atau dirgwal. Jadi dana ini dibentuk secara gotong royong oleh peserta
sz Perusahaan asuransi/ pertanggungan pada dasarnya adalash  sebagai
===zza pelimpahan resiko artinya resiko yang ditangoung sendini secara pribadi
~emzzn suatu perjanjian dapat dialihkan kepada pihak lain.
Dncei=m pasal 246 KIUTHD menyvebulkan -

Asuransi atau pertangpungan adalab suatu  perjanjian, depgan mana

SSCOTANg penanggung mengikatkan diri kepada scscorang tertangoung,
Sengzn menerima uang premi, untuk memberi pengpantian kepadanya



c=mema suatn kerugian, kerusakon, atae kehilangan keuntungan  yang
& harapkan vang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.

Sedangkan pengertian asuransl atau pertangeungan menurut Undang-

mzz=2 No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian Pada Bab [ Pasal 1 ayal

smish sehapai berikut :

cosznsl aran pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih
“emz=n mana pibak penanggung mengikatkan diri kepada terangeung
Semgan menerima premi asuransi untuk ferangrung karena suatu Kerugian,
ceruszkan atau kehilangan keuntunpan yang diharapkan atau tangoung
“zwah pihak ketipa vang muongkin skan diderita diantara terlanggung vang
=bul dari seatu peristiwa yang tidak tentu, atau untuk memberikan svatu
cembavaran yang disvaratkan atas meninggal atau lidupnya sescorang yang
Jiperangoungkan.

w juga ada pembagian asuransi berdasarkan unsur persesuaian Kehendak

Peranggungan Sukarela adalab suatu perjanjian asuranst yang terjadinva
Zidasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak vang mengadakannya, Hal flu
Serari bahwa timbulnya perunjian tidak ada paksaan dari luar. Yang
termasuk golongan asuranst sukarela adalah asuransi kebakaran, asuransi
rwa. asurans] alas bahaya laut dan asuransi kendaraan bermotor.

2. "-"T’Irmgungan Wajib adalsh pertangpungan vang terbentuk diharuskan
olzh suatu ketentuan perundang-undangan.

Pertangpungan wajib atau asuranst sosial ind dikelompekkan menjadi dua
c= ook menurut ada atau hdaknya unsur menabung vaitu sebagai berikut

Tang mengandung unsur mepabung, vaitu - Taspen, Asabel, Astek dan

Dama Pensiun

Yang tidak mengandung unsur mepabung, yaito ;o Asuransi Kescehatan

Pezawal Negerl, Asuransi Kecelakaan Penumpang, Asursnsi Kecelakaan

sl Lintag.

S Feogzrbuan Simenjuntak, 1980, Pertangeusman Fafih £ Sostal, UGM., Yopvakaria, him 5



Berdasarkan  pengelompokkan diatas maka asuransi keschatan  ini
wrmzsuk kedalam asuransi wajiby' asuransi sosial. Dikatakan wajib karena salzh
s pohak vang mewajibkan kepada pihak lain untuk mengadakan pertangpungan
oo Pihak yang mewajibkan itu biasanya pemerintah.

Asuransi Kesehatan diatur dalam pesaturan tersendino vaitu dalam Kepres
o 250 wahun 1968 bsd Permenkes RI Mo, | Tahun 1968 jo. Permenkes RI No. 1
=oum (559, Didalam pertumbubannya dan perkembangannya terjadi perubahan
—= penambahan isi dan Kepres No. 230 tahun 1968 yaitu melalui Kepres Mo, 13
= 1981, Perubzban dan penambaban ini sejalan dengan lahimya UL Mo, #
Timom 974 yaitu Undang- undang Pokok kepegawaian dan Undang- Undang No,

Czhun 1969 Tentang Pegawai Megeri Sipil, Pensiunan Janda-Duda Pegawai.
Temmdap badan pengelolanva juga mengalami perubaban, vaitu dari Badan
=zlenggara Dana Pemeliharaan Keschatan (BPDPK) dialihkan kepada Perum
“z==ds Bhakti melalui PP No. 22 dan 23 Tahun 1984,

Dengan berubahnya pengelolaan Asuransi Kesehatan vang selanjutnya di
smzkar dengan Askes kepada Perum Husada Bhakti, maka sebagai Perum,
serzsahaan tersebut harus tunduk kepada PP No. 23 tghun 1963 jo PP No. 28
=== 1583 waitu tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan

crezizn (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahasn Perseroan

F=RSERO) Selanjulnys ditetzpkan pula PP No. 6 tabun 1992 yang mengatur

=g pengalihan bentuk Perusabaan Umum (PERUM) Husada Bhakti menjadi

“e=ahaan Perscroan (PT), maka dengan sendirinya beralih pula bentuk



Se—eatasn umum (PERLUM) Husada Bhakti menjadi Perusahaan erseroan (FT)

Seme=n nama PT. (Persero) Asuransi Keschatan Indonesia,

Ackes dalam memberikan pelayvanannya bekege sama dengan unit
<= wra=an keschatan, Salah satu unit pelayanan kesehatan yang bekerja sama
= “:kes adalah rumah sakit. Rumah sakit wajib memberikan pelayanan
e - soohkan oleh peserta Askes scperti pelayanan rawat inap. Namun pada
L wwnva, pelaksanaan pelayanan asuransi keschatan rawsat inap di rumah
s —esih mendapat permasalaban antara lain :

Dran Faktor Pesertanya

a. Minimnva pengetahuan peserta tentang asuransi kesehatan ito
sendiri vang meliputi hak dan kewajiban sebagai peserta Askes.

b, Informasi yang tidak scluruhnya dapat diterima dan di mengerts
oleh peserta terutama  {cknis berobat dan rawat ipap vang
menggunakan kartu Askes,

= Dzn Faktor Pelayanannya
Hal ini disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana
=zhingga  badan penyeclenggara  pelayanan  kesehatan tidak  dapat
memberikan pelayanan schagal mana yang dibarapkan oleh peserta Askes
szrutama peserta Askes yang rawat inap.
Unnik itu pemerintah bamos melakukan pengkajian yang lebih lanjut untuk
w2 zrah vang lebih baik dalam menentukan kebijakannya sehingpa hal di atas

Siime =enjadi hal yang serius dimasa vang akan datang dengan mengkajl vlang



BAB I1I

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A, Persyaratan Menjadi Peserta Asuransi Kesehatan

Dalam Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 1992 fentang Keschatan,
vaitu ;

YSetiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat

kesehatan yang optimal™.

Berdasarkan ketentuan di atas maka dapal disimpulkan bahwa setiap
warga negara diberikan hak untuk mendapatkan kesempatan sepenuhnya gina
mencapal derajat kesehatan yang setinggi-tingginva, Disamping hak untuk
memperolch pemelibaraan keschatan yang scbaik-baiknya, mereka jupa diberikan
vewajiban untuk ikut serta dalam melaksanakan usaba-usaha Kesehatan vang
dilakukan oleh pemerintah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-

undang Mo. 23 Tahun 1992, yaitu :

“Setiap orang berkewajiban untuk ikut serta dalam memelibara dan

meningkatkan derajat kesehatan perorangan, kelvarpga dan lingkungannya”

Asuransi Keschatan adalah salah satu usaha vang wajib diberikan oleh
cemerintah kepada rakyatnys, mengingal arli pentingnya  kesehatan didalam
cchidupan  ini.  Asuransi  kesehatan  adalah  asuransi vang  kepersetaannya
Swajibkan bagi PMS, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan

~ezerta angoota keluarganya, Pentingnya Kesehatan di dalam kehidupan ini, maka

32



BAB IV

PENUTUP

A, Kesimpulan

1.

Persyaratan untuk menjadi pesertas Askes bagi PNS vang bekerja di
Padang harus berdasarkan ketenluan yang telah ditetapkan oleh PT,
{Persero) Askes Pusat IJ-i'rL-:}'ELraf-z.*n tersebut adalah diwajibkan bagi PNS,
Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan, PNS, dengan cara
membayar juran sebanyuk 2% vang secara olomatis langsung dipotong
dari gaji pokok setiap bulannya dan memiliki kartu Askes scdangkan bagi
veteran dan perinlis kemerdekasn dibayar oleh pemerintah yang diambil
dari dana APBN. Fetentuan vang ditetapkan tersebut wijib dilaksanakan
aleh PT. Askes Cabang terhadap wilayah kerjanya scbagal mana vang
telah dilaksanakan oleh PT. (persero) Askes Indonesia Cabang Padang,
Pendaftaran untuk menjadi pescrta Askes dapat dilakukan secara kolekiil

Bentuk pelayanan kesehatan bagi peserta Askes dan angpota keloarzanya
di RS, DE.M. Djamil Padang adalah pelayanan tingkat lanjutan, penunjang
dingnostik, tindskan medis, pelayanan persalinan, pelayanan  darah,
ESWL, MRID dan transplantasi ginjal sera pelayanan obat. Pelavanan
keschatan rawal inap vang dilaksanakan di RS DEM.Djamil Padang
adalzh rawat inap tingkat lanjutan sehagai fanjutan dari rawat inap tingkat
pertama.  Peserla Askes  vang  menjadi pasien rawat inap di RS,

DEM.Djamil Padang wajib mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah
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